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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Nama Nama Keteranean
Arab Latin Latin g
1 ! alif - Tidak dilambangkan
2 < ba’ B -
3 < ta’ T -
4 < sa’ S s dengan titik di atas
5 z Jjim ] -
ha dengan titik
6 ha’ h
C "y - dibawah
7 d kha’ kh -
8 2 dal d -
9 5 sal A zet dengan titik di
atas
10 B ra’ r -
11 B) zai z -
12 o sa’ s -




13 8z syin sy }

14 o sad 5 es der;iijagtik di

15 o dad d de deﬁiﬁagtlk di

16 b ta’ ¢ te dengan titik di
bawah

17 L 72’ Z zet dengan titik di
bawah

18 d ain ¢ koma terbalik di atas

19 d gain g i

20 ) fa’ £ )

21 é qaf q )

22 3 kaf Kk )

23 J lam 1 ;

24 ¢ mim m i

25 o nun n )

26 3 wawu W i

27 2 ha’ h i

28 s hamzah ’ Apostrop

29 S ya’ y i
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B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis

lengkap

&

41 ditulis Ahmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta” Marbutah hidup atau dengan harakat,
fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t”
atau “h”.

Contoh: Jedll 8§ : Zakat al-Fitri atau Zakdh al-Fitri
Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4o Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3\ &3y Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

is\s  : ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t
) doss : ditulis Ni ‘matullah
el 518) . ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal

rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin

1 ___ Fathah a a

2 o Kasrah 1 1

3 __ Dammah u u
Contoh:
S — Kataba <als — Yazhabu
Mo — Suila S~ Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya
sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 & Fathah dan ya’ ai adani
2 By Fathah dan waw au adanu

Contoh:
&S : Kaifa Je> : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa
harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:
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Tand
No V?)Ill(azll Nama Latin Nama
1 K Fathah dan alif a a bergaris atas
2 < O Fathah dan alif a a bergaris atas
layyinah

3 e Kasrah dan ya’ 1 I bergaris atas
4 9% Dammah dan waw i u bergaris atas

Contoh:

O : Tuhibbiina

O Lyl s al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

p—’-"“ :a’antum
H s El .
Cdge : mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J!) ditulis dengan huruf
kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”
dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
Al-Imam al-Bukharty mengatakan ...

1.
2.

Al-Bukharty dalam
menjelaskan ...

mugqaddimah

kitabnya

Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
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oV, d : ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya

RE YO0% PO | : ditulis as-Sayyi ‘ah

-

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan
dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah
maupun di akhir.

Contoh:
.—\.o.é : Muhammad
3 o1 :al-Wudd

I. Kata Sandang “J)”
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan
huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I ™.
Contoh:

Ow\ s al-Qur’an
L : al-Sunnah
J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal
huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan
dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman
pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri,

setelah kata sandang “al”, dll.
Contoh:

S WV 2 al-Imam al-Gazali

@L’:L\ c,--“ s al-Sab ‘u al-Masani



Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Q) A2 Nasrun minallahi
\a-,?.'fiﬂ\ & - Lillahi al-Amr Jami‘G
K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas
(’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata.
Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah

hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

Y (‘*jl‘« s\ :Ihya’ ‘Ulium al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim
atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh :
oy g b & Oy : wa innallaha lahuwa khair al-Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut

@U}I\ - - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.

xi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah#%

Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi
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beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang
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penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah
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. Teruntuk adikku tercinta, Rifa, terima kasih telah setia
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. Teruntuk teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2021,
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Aqdah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk
setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi
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Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak
semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada
jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah.
Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski
lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-
sendiri”
Baskara Putra — Hindia

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya
kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories.
Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk
tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.
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ABSTRAK

Aqdah, Farah Iqkrimatul. 2025. “Polittkk Hukum
Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara: Antara
Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan.” Skripsi Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam
Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Kementerian Negara menimbulkan perdebatan publik
karena proses legislasi yang dinilai terlalu cepat dan minim
partisipasi publik. Undang-undang ini merupakan revisi dari
UU No. 39 Tahun 2008 yang sebelumnya mengatur struktur
dan jumlah kementerian dalam sistem pemerintahan
presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis arah politik hukum dalam pembentukan UU
tersebut serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak
terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna
dalam proses legislasi. Secara teoritis, penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara,
sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi
pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan prinsip negara
hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Data yang digunakan merupakan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif
dengan mengaitkan temuan hukum dengan teori politik hukum
dan teori perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk menilai kesesuaian proses legislasi dengan
prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas
keterbukaan dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU
No. 61 Tahun 2024 dilakukan secara tergesa-gesa pada masa
transisi kekuasaan tanpa proses deliberatif yang transparan.
Proses legislasi yang cepat dan tertutup ini bertentangan
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dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna sebagaimana
diamanatkan dalam sistem hukum demokratis. Hal ini
menunjukkan adanya kecenderungan praktik abusive law
making yang dapat melemahkan legitimasi hukum dan
mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting
bagi pembentuk undang-undang untuk menegakkan asas
keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi
guna menjaga integritas sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum, Legislasi Cepat, Partisipasi
Publik, Asas Keterbukaan, Kementerian Negara
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ABSTRACT

Aqdah, Farah Iqkrimatul. 2025. “The Legal Politics Behind
the Formation of the State Ministry Law: Between Fast-Track
Legislation and the Principle of Transparency”.
Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law
Study Program, State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.

The enactment of Law Number 61 of 2024 concerning
State Ministries has sparked public debate due to its fast-track
legislative process and lack of meaningful public
participation. This law revises Law No. 39 of 2008, which
previously regulated the structure and number of ministries
within Indonesia’s presidential system. This study aims to
analyze the legal politics behind the formation of the new law
and examine the legal implications of the absence of
transparency and meaningful participation in the legislative
process. Theoretically, this research contributes to the
development of constitutional law studies, while practically, it
offers recommendations for policymakers to uphold the rule of
law principles in legislative drafting.

This research employs a normative juridical method
using statute and conceptual approaches. The data consists of
primary, secondary, and tertiary legal materials collected
through literature review. The analysis is conducted
descriptively and prescriptively by linking legal findings with
the theory of legal politics and legislative theory. This
approach enables the researcher to assess the alignment of the
legislative process with the fundamental principles of the rule
of law, particularly transparency and accountability.

The findings reveal that the formation of Law No. 61 of
2024 was carried out hastily during a political transition
period without a transparent deliberative process. This fast
and closed legislative process contradicts the principle of
meaningful public participation as mandated in a democratic
legal system. It reflects a tendency toward abusive law making

XViii



that undermines legal legitimacy and diminishes the principle
of popular sovereignty. Therefore, it is crucial for lawmakers
to uphold transparency and accountability in every legislative
process to maintain the integrity of the national legal system.

Keywords: legal politics, fast-track legislation, public
participation, transparency principle, state ministries
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Mahfud MD, politik hukum
didefinisikan sebagai kebijakan hukum (legal Policy) yang
akan diberlakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan
tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan
hukum baru (ius constituendum) dan pergantian hukum
yang lama (ius constitutum).' Dalam perspektif lain, Bagir
Manan mengartikan politik hukum sebagai “policy behind
the legal policy” yang dapat bersifat tetap dan sementara, di
mana yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum
yang secara konsisten menjadi landasan dalam proses
pembentukan maupun penegakan hukum.? Politik hukum
memiliki posisi strategis dalam proses legislasi karena
menentukan alasan, arah, serta isi suatu undang-undang.
Berbagai alasan tersebut menjadi penting karena sejumlah
pasal yang akan dirumuskan dalam undang-undang
berfungsi sebagai “jembatan” antara arah politik hukum
yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum
pada tataran implementasinya.? Dengan demikian, politik
hukum juga dapat dimaknai sebagai kebijakan publik yang
berperan dalam menentukan norma hukum mana yang
perlu dipertahankan, direvisi atau dirumuskan ulang demi
tercapainya tujuan negara. * Dalam mencapai tujuan

! Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara,” Jurnal Konstitusi 13, no. 1
(2016): 124.

2 Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah
Penjelasan,” Jurnal Cakrawala Hukum 10, no. 1 (2019): 77-86.

3 Paisol Burlian, Sistem Hukum Di Indonesia (Palembang:
NoerFikri Offset dan Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN RF, 2015). 88.

4 Purwanto, “Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia
Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 4 (2019):
25-36.



tersebut Negara hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan
yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu wujud konkret politik hukum di Indonesia
adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini
merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 17 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa: “Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara, dan pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-
undang”. Kementerian Negara memiliki peran vital dalam
sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem
kabinet yang terdiri dari berbagai
kementerian °> Kementerian berperan sebagai lembaga
pemerintahan  yang  bertugas menjalankan  roda
pemerintahan melalui kebijakan dan program sesuai dengan
mandat masing-masing. ® Lahirnya UU Kementerian
Negara didasari oleh tujuan untuk memperkokoh sistem
demokrasi dalam kerangka sistem pemerintahan
presidensial. Hal ini didasarkan pada keinginan konstitusi
dan pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-
rambu kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan, khususnya terkait pembentukan kementerian
dan pengangkatan para menteri sebagai pembantunya.’
Sejak diberlakukannya UU Kementerian Negara,
telah terdapat sejumlah pencapaian, salah satunya yakni

5 Mario Agritama S W Madjid, “Politik Hukum Pembatasan Hak
Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan
Undang-Undang Kementerian Negara,” Constitution Journal 1, no. 2
(2022).

¢ Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh,
“Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 5 (2022): 1-17.

7 Prasojo Eko, 2024 “Desain Besar Kementerian Negara”.
Kita.menpan.go.id. https://kita.menpan.go.id/article/desain-besar-
kementerian-negara diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
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penetapan batas maksimal jumlah kementerian yang dapat
dibentuk oleh Presiden. Namun, perdebatan mencuat
seiring pelaksanaan undang-undang ini, khususnya
terhadap Pasal 15 yang menetapkan batas maksimal
kementerian sebanyak 34. Ketentuan ini dinilai sebagian
kalangan membatasi fleksibilitas  Presiden dalam
membentuk kabinet yang sesuai dengan tantangan zaman
dan dinamika politik. Sejumlah pihak menghendaki revisi
untuk menghapus ketentuan tersebut, dengan alasan bahwa
Indonesia merupakan negara besar dengan kompleksitas
persoalan yang kian meningkat, terutama di tengah
perubahan lingkungan strategis domestik maupun global.
Selain itu, para politisi menilai bahwa undang-undang ini
sudah terlalu lama tidak mengalami pembaruan sehingga
beresiko menjadi tidak relevan dengan perkembangan
zaman. Oleh karena itu, struktur pemerintahan dinilai perlu
lebih fleksibel dan adaptif agar mampu merespons berbagai
tantangan tersebut secara optimal. Meski demikian,
justifikasi pembenahan tata kelola tidak dapat dijadikan
alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam
pembentukan undang-undang, terutama prinsip
keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna.
Polemik mengenai revisi Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara semakin
mencuat pada 14 Mei 2023, saat Badan Legislasi (Baleg)
DPR menggelar rapat pleno membahas revisi undang-
undang tersebut. Meskipun terdaftar dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, undang-undang
ini tidak termasuk Prolegnas Prioritas Tahun 2024 ataupun
daftar 47 RUU prioritas yang harus diselesaikan sebelum



akhir masa jabatan DPR.® Namun, revisinya tiba-tiba
melonjak ke depan, menyalip 47 RUU lainnya, termasuk
dua RUU penting yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga dan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Kemudian, pada 16 Mei 2023, Baleg DPR telah
merampungkan naskah revisi yang dibahas hanya dalam
waktu pembahasan satu hari, yaitu pada Senin, 9 September
2023. Proses legislasi yang kilat ini jelas menimbulkan
pertanyaan serius, terutama karena tidak
terdokumentasinya proses legislasi secara terbuka dalam
rekam jejak resmi DPR, membuat publik sulit mendapatkan
informasi tentang apakah DPR telah melaksanakan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan penjaringan aspirasi
lainnya. Baik DPR maupun Presiden seharusnya tidak
mengambil keputusan strategis pada masa akhir jabatan,
apalagi tanpa melibatkan publik secara bermakna.
Penyusunan undang-undang dalam waktu singkat
cenderung akan mengabaikan asas keterbukaan. Asas ini
merupakan pilar penting dalam sistem hukum demokratis,
karena memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari
proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Tanpa
partisipasi  bermakna, pembentukan undang-undang
berisiko melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan
mengesampingkan nilai-nilai  negara hukum yang
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°

Secara konstitusional, perubahan suatu produk
hukum adalah keniscayaan yang berada dibawah naungan

8 Medina Nusrat, 2024 “Mengapa Revisi UU Kementerian Negara
Didesak untuk Dihentikan?”. Kompas.id.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/07/mengapa-revisi-uu-
kementerian-negara-didesak-untuk-dihentikan diakses pada tanggal 20
Desember 2024.

% Abdul Ashri et al., “DPR Dan Presiden Langgengkan Praktik
Abusive Law Making Pula Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara”
512781, no. 1 (2024): 1-4.



lembaga legislatif yang harus sesuai dengan politik hukum.
Dengan melihat hukum yang akan diberlakukan dan atau
dicabut dengan maksud mencapai tujuan negara.
Sebagaimana dalam asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, yaitu adanya asas tujuan
yang jelas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisian.!” Di tengah konteks transisi kekuasaan
pasca-Pemilu 2024, UU Kementerian Negara hadir bukan
sekadar sebagai perangkat administratif negara, tetapi
menjadi instrumen politik hukum yang menyusun arsitektur
kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana
arah politik hukumnya dibentuk, serta apakah prosesnya
mencerminkan prinsip negara hukum yang menuntut
keterbukaan dan partisipasi bermakna. Dalam hal ini,
peneliti tertarik untuk mengkaji “Politik Hukum dalam
Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara:
Antara Legislasi Cepat dan Asas Keterbukaan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan
di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat
disajikan sebagai berikut:
1. Bagaimana Polittk Hukum Pembentukan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian

Negara?
2. Bagaimana implikasi yuridis Pembentukan Undang-
Undang Kementerian Negara terhadap

ketidakterpenuhinya partisipasi bermakna (meaningful
participation)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan,
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

10 Maria Farida. 2018. Ilmu Perundang-Undangan,; Proses dan
Teknik Pembentukkannya. Jakarta: Kanisius. Him 228.



1. Untuk mengetahui dan menganalisa Politik Hukum
Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Kementerian Negara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis
yang diakibatkan oleh Pembentukan Undang-Undang
Kementerian Negara terhadap ketidakterpenuhinya
partisipasi bermakna (meaningful participation).

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsih pemikiran dan gagasan bagi pengembangan

ilmu hukum khususnya dalam ranah Hukum Tata

Negara yang berkaitan dengan politik hukum dalam

proses pembentukan undang-undang.

2. SecaraPraktis

a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber
referensi dan pertimbangan bagi pemangku
kepentingan (Stakeholder) khususnya lembaga
pemerintah dan legislatif, dalam merumuskan
undang-undang yang selaras dengan prinsip negara
hukum, serta mampu mengakomodasi berbagai
kepentingan yang bertujuan untuk melindungi hak-
hak masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan
mereka.

b. Bagi Peneliti lain
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan
bagi peneliti lainnya untuk menggali berbagai aspek
yang perlu dikaji secara mendalam berkenaan dengan
politik hukum dalam pembentukan undang-undang,
khususnya relevansinya dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan.



E. Kerangka Teoritik
1. Teori Politik Hukum

Politik hukum sebagai cabang ilmu dalam studi
politik hukum, mempelajari kebijakan hukum serta latar
belakang politik dan kondisi sosial yang nantinya
mempengaruhi terciptanya hukum itu sendiri. Kebijakan
hukum dalam hal ini berkaitan dengan penentuan aspek-
aspek mana yang dianggap perlu dalam proses
pembentukan hukum.*

Moh. Mahfud MD mendefenisikan politik hukum
sebagai legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang
hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan
hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama,
dalam rangka mencapai tujuan negara yang meliputi:
Pertama, pembangunan hukum mencakup pembuatan
dan pembaruan materi hukum agar dapat memenuhi
kebutuhan yang ada; Kedua, pelaksanaan ketentuan
hukum yang sudah ada juga termasuk penegasan peran
lembaga-lembaga terkait dan pembinaan terhadap aparat
penegak hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan
pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan arah dan
sifat hukum yang akan dibangun dan ditegakkan. '
Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa
politik hukum adalah kebijakan dasar yang diambil oleh
penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam
menentukan arah, bentuk, isi dan kriteria hukum yang

1'Yoyon M Wahyudin and Bambang Wiyono Darusman, “Politik
Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Ditinjau
Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,” no. 15 (2019): 279-90.

12 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2020), 17.



akan dibentuk, serta dalam menentukan hal-hal yang
dianggap layak untuk dihukum.

Politik hukum memberikan dasar bagi proses
pembentukan hukum yang lebih relevan dengan situasi,
kondisi, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam
masyarakat dengan = memperhatikan ~ kebutuhan
masyarakat terhadap hukum itu sendiri.'® Oleh karena
itu, memahami politik hukum suatu undang-undang
sangat penting, mengingat hukum adalah produk politik
yang pada pembuatannya tidak terlepas dari sistem
politik yang ada pada saat itu. Secara das sollen (apa
yang seharusnya) politik seharusnya tunduk pada
ketentuan hukum, tetapi secara das sein (apa yang
sebenarnya terjadi) hukum sering kali diintervensi oleh
politik. Sehingga karakter produk hukum dan
penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi
politik yang melatarbelakanginya.**

2. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan berfokus pada tata cara
penyusunan materi dalam Peraturan Perundang-
undangan. Teori ini memandang peraturan perundang-
undangan sebagai dokumen hukum tertulis yang berisi
norma-norma hukum yang mengikat secara umum, serta
dibentuk oleh lembaga atau pejabat negara yang
memiliki kewenangan. Dalam sistem hukum nasional,
setiap peraturan perundang-undangan diatur dalam suatu
hierarki, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

13 Padmo Wahyono. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya
Perundang-Undangan. Forum Keadilan. NO. 29 April 1991, hlm. 65

4 Bambang Sutiyoso and Sri Puspitasari, Aspek-Aspek
Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Ctk. Perta
(Yogyakarta: UII Press, 2005). Him. 96.



Agar kebutuhan masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan yang baik dapat terpenuhi,
diperlukan adanya aturan mengenai proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara
sistematis, baku, dan sesuai standar. Standar ini berlaku
bagi seluruh lembaga pembentuk peraturan, sebagai
bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai
negara hukum. Negara juga berkewajiban untuk
melaksanakan pembangunan hukum nasional secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam kerangka
sistem hukum nasional.'

Dalam ranah keilmuan, proses dan teknik
penyusunan perundang-undangan menurut Krems
merupakan cabang ilmu baru yang dikenal sebagai ilmu
pengetahuan perundang-undangan
(gesetzgebungswissenschaft), yaitu [lmu interdisipliner
yang mempelajari pembentukan hukum negara. Secara
umum, ilmu ini terbagi menjadi dua bagian utama:*®
a. [lmu Perundang-undangan (gezetzgebungzlehre),

yang berfokus pada tindakan nyata dalam hal
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
bersifat normatif.

b. Teori1 Perundang-undangan (gezetzgebungtheorie),
yang berorientasi pada mencari kejelasan dan
kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan
bersifat kognitif.

Teori Perundang-undangan bertujuan untuk
memperjelas dan mempertegas pengertian-pengertian
dasar dalam pembentukan hukum positif, sedangkan

15 Joko Riskiyono, “Public Participation in the Formation of
Legislation to Achieve Prosperity,” Aspirasi 6, no. 2 (2015): 159-76.

16 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. (Bandung: Citra Aditia, 2008) hlm, 2-3.
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[lmu Perundang-undangan lebih menekankan pada

tindakan nyata dalam proses pembentukan peraturan,

dengan mengikuti ketentuan hukum tata negara dan
administrasi negara.

Lebih lanjut, Ilmu Perundang-undangan dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Proses Perundang-undangan,

b. Metode Perundang-undangan,

c. Teknik Perundang-undangan.

Menurut Krems, teknik perundang-undangan
merupakan salah satu bagian dari [lmu Perundang-
undangan. Krems, Maihofer, dan Van der Velden juga
menggolongkan Ilmu Perundang-undangan ke dalam
cabang Ilmu Hukum secara luas. Bagir Manan, mengutip
pendapat P.J.P tentang wet in materiele zin, menjelaskan
bahwa perundang-undangan dalam arti materiil yang
esensinya antara lain sebagai berikut:"’

a. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam
bentuk tertulis, karena merupakan keputusan hukum
tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai
kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht, written law).

b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat
atau badan yang berwenang dan berlaku secara umum
(algemeen).

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat
umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat
semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan
bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku
terhadap peristiwa konkret atau orang tertentu saja.

17 Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA
Partisipatif, Y ogyakarta, Kreasi Total Media, cet. Ke-1, 2007, him. 5.



menyebutkan  bahwa

11

Sementara itu, Maria Farida Indrawati Soeprapto

istilah  Perundang-undangan

(legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) memiliki
dua makna, yaitu:

a.

Perundang-undangan

merupakan

proses

pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah.

. Perundang-undangan adalah seluruh peraturan negara

yang merupakan hasil dari proses pembentukan
peraturan-peraturan tersebut, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian, konsep pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia harus benar-benar

berlandaskan pada norma dasar serta asas-asas yang
berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.

F. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian
terdahulu, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa
studi yang memiliki keterikatan serta kesamaan dengan

penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain

sebagai berikut:
Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan
NO Nama dan Persamaan Perbedaan
Judul

1. | Skripsi yang | Keduanya Penelitian  ini
ditulis oleh | membahas lebih
Savira Fauziah | Kementerian menitikberatkan
berjudul Negara sebagai | pada penerapan
“Pembentukan | bagian dari sistem | model kabinet
Kabinet Zaken | pemerintahan zaken dan
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NO Nama dan Persamaan Perbedaan
Judul

dalam Susunan | presidensial. pengaruhnya
Kabinet Merah | Sama-sama terhadap
Putih Presiden | mengangkat  isu | stabilitas politik
Prabowo hubungan serta legitimasi
Subianto kekuasaan antara | pemerintahan.
Periode 2024- | eksekutif dan
2029718 proses legislasi.

2. | Artikel  oleh | Keduanya Fokus utama
Delfina mengkaji revisi penelitian ini
Gusman yang | terhadap UU No. adalah pada
berjudul 39 Tahun 2008 efektivitas
“Penambahan | tentang kelembagaan
Lembaga Kementerian serta potensi
Kementerian Negara. Serta terjadinya over-
Sebagai mengkritisi praktik | bureaucracy dan
Efisiensi dan | kekuasaan yang praktik KKN
Efektivitas menyimpang dari | akibat
Pemerintahan | prinsip penambahan
Menurut Teori | konstitusionalisme. | jumlah
Kelembagaan kementerian.
Negara”*®

3. | Artikel oleh a. Sama-sama Penelitian  ini
Tria membahas cenderung
Noviantika dan | kedudukan dan bersifat normatif

18 Savira Fauziah, Pembentukan Kabinet Zaken dalam Susunan
Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Periode 2024-2029,
Skripsi Hukum Tata Negara, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2024)

1 Delfina Gusman, “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai
Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan
Negara,” Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 3 (2024): 655-65.
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NO Nama dan Persamaan Perbedaan
Judul

M. Shofwan peran Kementerian | dengan
Taufiq yang Negara dalam penekanan pada
berjudul sistem struktur
“Eksistensi presidensial. organisasi
Kementerian b. Sama-sama kementerian dan
Negara dalam | mengacu pada UU | tanggung jawab
Sistem No. 39 Tahun menteri.
Presidensil 2008 sebagai dasar
Berdasarkan hukum utama.
Undang-
Undang
Nomor 39
Tahun 20082°

4. | Artikel oleh a. Sama-sama Penelitian ini
Torik Abdul membahas mengaplikasikan
Aziz Wibowo | pembentukan UU | teori autocratic
dan Hasman No. 61 Tahun legalism untuk
Zhafiri 2024 secara cepat | menunjukkan
Muhammad dan tertutup. kecenderungan
yang berjudul | b. Sama-sama otoritarianisme
“Lameduck menyoroti yang dilegalkan
Session dan pelanggaran melalui
Autocratic prinsip negara instrumen
Legalism hukum dan hukum dalam
(Studi Revisi partisipasi publik. | masa transisi
Uu kekuasaan.

20 Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, “EKSISTENSI
KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA” 5, no. 1 (1967): 1-6.
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NO Nama dan Persamaan Perbedaan
Judul
Kementerian
Negara)™?!

5. | Artikel  oleh | Sama-sama Penelitian ini
Muhammad menyoroti proses | menggunakan
Taufiq Firdaus | legislasi Undang- | paradigma
yang berjudul | Undang legisprudence
“Urgensi Kementerian untuk menilai
Paradigma Negara dan | kualitas legislasi
Legisprudence: | problematika dan mendorong
Praktik minimnya reformasi
Abusive partisipasi publik. | metode
Legislation pembentukan
dalam Revisi hukum,
Undang- sedangkan
Undang penulis fokus
Kementerian pada pendekatan
Negara™?? politik hukum

untuk mengkaji
penyimpangan
asas
keterbukaan
dalam
pembentukan

undang-undang.

21 Abdul Torik A. W & Hasman Zhafiri M, “Lameduck Session Dan
Autocratic Legalism (Studi Revisi Undang-Undang Kementerian Negara)”,
Jurnal AtTa’lim, Vol. 4. No. 1, 2024.

22 Muhammad Taufiq Firdaus, “Urgensi Paradigma Legisprudence :
Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang- Undang Kementerian
Negara,” Unes Journal of Swara Justisia, 2024.
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Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur
dan penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa
seluruh penelitian tersebut memiliki titik temu yang
kuat dengan penelitian ini, khususnya dalam hal
pembahasan mengenai Kementerian Negara sebagai
elemen penting dalam sistem pemerintahan
presidensial. Sebagian besar penelitian sama-sama
mengangkat isu relasi antara lembaga eksekutif dan
legislasi, serta menyentuh aspek politik hukum dan
kelembagaan kementerian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 maupun hasil
revisinya. Beberapa artikel juga turut
mempermasalahkan kurangnya partisipasi publik,
lemahnya dasar hukum kelembagaan, serta
penyimpangan dari prinsip konstitusionalisme dalam
konteks perubahan struktur pemerintahan.

Namun demikian, yang membedakan secara
signifikan adalah bahwa penelitian penyusun
menitikberatkan pada aspek politik hukum dalam
proses pembentukan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024, dengan fokus utama pada prosedur
legislasi yang cepat (fast-track legislation) serta
pengabaian asas keterbukaan dan partisipasi publik
yang bermakna. Tidak seperti penelitian lainnya yang
lebih condong pada aspek struktur kabinet atau norma
kelembagaan kementerian, penelitian ini justru
menggali lebih dalam proses dan legitimasi hukum dari
sisi pembentukan undang-undang itu sendiri.
Penelitian ini juga menyoroti bahwa penyusunan
undang-undang dalam masa transisi kekuasaan tanpa
proses deliberatif yang transparan merupakan bentuk
penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan
demokrasi konstitusional. Dengan demikian, kebaruan
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(novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan

politik hukum yang digunakan untuk menganalisis

bagaimana revisi UU Kementerian Negara dibentuk

secara tergesa-gesa, tanpa melibatkan publik secara

bermakna, dan berpotensi membuka ruang bagi praktik

kekuasaan yang tidak akuntabel.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan
melalui analisis terhadap norma hukum yang tertuang
dalam produk hukum, seperti undang-undang. Fokus
utama dari pendekatan ini adalah hukum sebagai norma
atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi
pedoman perilaku individu. Oleh karena itu, penelitian
yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum
positif, pengkajian asas-asas dan doktrin hukum,
penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika
hukum, tingkat sinkronisasi antar peraturan, studi
perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum.?
Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis

normatif merupakan metode penelitian hukum yang
bertumpu pada penelaahan terhadap bahan kepustakaan
atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti, dengan
cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literature hukum yang relevan dengan isu
yang diteliti.?*

23 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.

24 Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum
Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 13-14.
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2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa jenis
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach). Pendekatan ini merupakan suatu hal
yang mutlak dalam penelitian Yuridis Normatif,
disebabkan adanya berbagai aturan hukum yang akan
menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu
penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang terkait.?’

D1 samping itu, penelitian ini juga menerapkan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yakni
pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan, doktrin,
serta pemikiran para ahli yang berkembang dalam
disiplin ilmu hukum. Melalui kajian terhadap pemikiran
dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-
ide yang melandasi terbentuknya definisi hukum,
konsep-konsep yuridis, serta asas-asas hukum yang
relevan dengan permasalahan yang diteliti.?®

3. Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data
sekunder dalam penelitian yuridis normatif dilakukan
melalui metode studi kepustakaan terhadap berbagai
sumber hukum, yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder, tersier, dan/atau sumber non-hukum yang

27

relevan. Berdasarkan jenis data sekunder yang

25 Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul
Press. 2007. HIm 50.

26 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Revisi, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

27 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram Univercity
Press, Mataram NTB, hlm. 65.
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digunakan dalam penelitian ini, maka sumber bahan
hukum yang digunakan terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan sumber
hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan
menjadi dasar utama dalam menganalisis suatu
permasalahan hukum. Adapun bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Kementerian Negara
4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 Tentang Kementerian Negara.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum
yang berfungsi menjelaskan dan memberikan
interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini
meliputi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, majalah,
serta karya akademik lainnya yang memiliki kaitan
dengan topik penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber yang
memberikan arahan atau penjelasan tambahan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis
bahan ini mencakup antara lain kamus, ensiklopedia
dan sumber sejenis lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan
metode studi kepustakaan (library research). Studi
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kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari
berbagai sumber literatur atau data sekunder yang
memiliki relevansi dengan topik yang menjadi fokus
penelitian. Melalui pendekatan ini, peneiti dapat
menggali dan memanfaatkan pemikiran-pemikiran
ilmiah yang mendukung analisis terhadap isu yang
diteliti.
5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode analisis
preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk
merumuskan rekomendasi atau solusi mengenai apa
yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
tertentu.”® Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto
Achmad, analisis preskriptif dimaksudkan untuk
memberikan landasan argumentasi terhadap hasil
temuan yang telah diperoleh dalam proses penelitian.
Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk
memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar
atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum
tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil
penelitian.?

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi
kepustakaan disusun dan dipilih secara sistematis sesuai
dengan relevansinya terhadap kebutuhan penelitian.
Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis secara
deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-
fakta hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan

28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 15.

2% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-3, (Pustaka Pelajar,
Yogyakarta), hlm.36
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teori politik hukum dan teori legislasi sebagai kerangka
analisis. Melalui proses analisis tersebut, permasalahan
yang dikaji akan tergambarkan secara komprehensif,
sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik
kesimpulan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip
umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisaan

Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, di mana
setiap bab mencakup beberapa subbab yang saling
berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan berisi uraian mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang
relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab
ini menjadi dasar untuk memahami konteks dan arah
penelitian secara keseluruhan.

Selanjutnya, Bab II Landasan Teori memuat berbagai
teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Teori-teori
tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan
memberikan kerangka berpikir yang sistematis terhadap
permasalahan yang dikaji.

Bab III Hasil Penelitian menyajikan hasil analisis
politik hukum terhadap perubahan peraturan dalam
Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan dalam
bab ini difokuskan pada dinamika dan arah politik hukum
yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Kemudian, Bab IV Hasil Pembahasan menguraikan
analisis mengenai implikasi yuridis pembentukan Undang-
Undang Kementerian Negara, khususnya terhadap
ketidakterpenuhinya  prinsip  partisipasi  bermakna
(meaningful participation) dalam proses legislasi.
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Akhirnya, Bab V Penutup berisi kesimpulan dari
keseluruhan penelitian serta saran yang diajukan sebagai
tindak lanjut dari temuan penelitian ini. Bab ini menjadi
penutup yang merangkum hasil analisis dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor
61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menunjukkan
bahwa regulasi ini lahir bukan semata-mata sebagai
instrumen penataan kelembagaan pemerintahan, melainkan
sebagai produk kompromi politik yang sarat kepentingan.
Di balik narasi normatif tentang efektivitas dan fleksibilitas
kabinet, tersimpan strategi akomodasi kekuasaan yang
membuka ruang bagi pembentukan kabinet gemuk dan
transaksional. Revisi terhadap batas jumlah kementerian,
penghapusan penjelasan Pasal 10, serta penambahan pasal-
pasal baru, secara substansial memperluas prerogatif
Presiden tanpa kontrol yang memadai. Hal ini menunjukkan
bahwa politik berperan sebagai determinan atas hukum,
bukan sebaliknya. Dengan demikian, UU No. 61 Tahun
2024 lebih mencerminkan logika politik das sein daripada
idealisme hukum das sollen, di mana hukum tunduk pada
kalkulasi kekuasaan, bukan pada kepentingan publik yang
objektif.

Pembentukan UU Kementerian Negara yang
dilakukan secara cepat dan tertutup tanpa partisipasi publik
yang bermakna telah menimbulkan sejumlah implikasi
yuridis penting. Pertama, terjadi delegitimasi produk
hukum karena hukum kehilangan pijakan sosial dan
kepercayaan publik sehingga melemahkan efektivitasnya.
Kedua, proses legislasi yang cepat dan tertutup berpotensi
menggeser konfigurasi demokrasi menuju otoritarianisme
karena hukum dipakai sebagai alat kekuasaan elit. Ketiga,
pelanggaran asas pembentukan peraturan seperti
keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kejelasan rumusan

76
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norma memperburuk tata kelola pemerintahan dan
menimbulkan konflik kepentingan. Keempat, proses yang
bermasalah ini dapat menimbulkan inkonstitusionalitas
formil dan materiil yang melemahkan prinsip checks and
balances dan mengancam hak konstitusional warga negara.
. Saran
Memandang kondisi dan temuan penelitian ini, secara
perspektif penulis menyampaikan beberapa rekomendasi
strategis dalam mekanisme pembentukan undang-undang
di Indonesia, khususnya terkait Undang-Undang
Kementerian Negara:
1. Kepada Pemerintah
Pemerintah perlu menegakkan kembali prinsip
keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses
legislasi, terutama dalam masa transisi kekuasaan.
Legislasi tidak boleh dijadikan instrumen politik jangka
pendek, melainkan harus menjadi manifestasi dari
kehendak rakyat yang dibentuk melalui proses
deliberatif, transparan, dan inklusif. Revisi terhadap UU
Kementerian Negara harus dilakukan dengan
pendekatan legisprudence yang menekankan kualitas
hukum, bukan sekadar efisiensi politik.
2. Kepada Akademisi dan Masyarakat Sipil
Perlu ada penguatan kapasitas kritis dan advokasi
terhadap praktik legislasi yang menyimpang dari prinsip
negara hukum. Akademisi harus berperan aktif dalam
mengawal proses legislasi melalui kajian yang tajam dan
independen, sementara masyarakat sipil harus
diberdayakan untuk menuntut keterlibatan yang
bermakna dalam pembentukan kebijakan publik.
Demokrasi tidak cukup dijaga oleh prosedur, tetapi
harus diperkuat oleh partisipasi substantif.



78

3. Kepada Peneliti Berikutnya

Penelitian lanjutan perlu menggali lebih dalam
relasi antara konfigurasi politik dan kualitas legislasi
dalam konteks perubahan kekuasaan. Pendekatan
interdisipliner antara hukum, politik, dan komunikasi
publik sangat diperlukan untuk memahami bagaimana
praktik abusive legislation dapat dicegah melalui desain
institusional yang lebih demokratis. Selain itu, studi
komparatif dengan negara lain yang mengalami
fenomena serupa dapat memperkaya analisis dan
menawarkan solusi yang lebih kontekstual
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